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        PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
         (DARI RPJPD SAMPAI KE RKPD)




              BAHAN DISKUSI DENGAN
       SKPD KABUPATEN ASMAT PROVINSI PAPUA
                TANGGAL 30 JULI 2010
                  DISUSUN OLEH :
          PROF. DR. SADU WASISTIONO, MSI
                    (DOSEN IPDN)
                           A. PENDAHULUAN
•   CAUSA PRIMA atau penyebab utama kegagalan negara menciptakan
    kesejahteraan rakyatnya terletak pada manajemennya (Peter F. Drucker;
    David McLeod).
•   Manajemen adalam penemuan terbesar Abad ke-21. (Peter F. Drucker).
•   Perencanaan merupakan fungsi pertama dari manajemen yang perlu
    disiapkan secara matang.
•   Perencanaan dalam bidang pemerintahan yang tepat (dari segi waktu,
    sasaran dan tujuan, irama pelaksanaan yang akan dijalankan, koordinasi
    antarbidang) akan memungkinkan tercapainya NILAI 4E ( efektivitas,
    efisiensi, “equity”, serta “economic”).
•   Perencanaan pembangunan di Indonesia dewasa ini sedang mencari
    bentuknya yang tepat, setelah mengalami masa turbulensi selama 7 tahun
    (1997-2004), dan masuk pada era desentralisasi yang seluas-luasnya.
    Sebelumnya telah dijalankan perencanaan yang konsisten dan
    berkesinambungan pada masa orde baru, selama 30 tahun dalam suasana
    sentralistik.
UU No. 5/1974 bersifat Sentralistik

Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top
Down Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi
perencanaan yang datang dari atas karena :
• Kewenangan
• Pembiayaan     dikendalikan dari Pusat
• Personil

UU No. 22/1999 bersifat Desentralistik

Model Perencanaan Eklektik, yaitu perpaduan antara Top Down
Planning dengan Bottom Up Planning dengan dominasi perencanaan
Yang datang dari Daerah karena :
• Kewenangan
• Personil          dikendalikan oleh Daerah
  Pembiayaan masih dipegang Pusat dengan pola Block grant
•   Pada Masa UU Nomor 32 Tahun 2004, perencanaan pembangunannya
    menggunakan pendekatan eklektik dengan memadukan pendekatan dari
    atas (top down planning) dengan pendekatan dari bawah (bottom up
    planning), dengan peran yang seimbang. Kebijakan perencanaan makro
    berasal dari pemerintah pusat, yang digunakan sebagai rujukan bagi
    perencanaan pembangunan di tingkat regional dan lokal. Sedangkan
    perencanaan pembangunan skala lokal dan regional diakomodasi dalam
    perencanaan pembangunan makro pada skala nasional.
•   Pertemuan antara perencanaan dari atas dan dari bawah dilakukan
    secara periodik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
    (Musrenbang), baik pada saat menyusun RPJPD, RPJMD, RKPD maupun
    pada saat menyusun RAPBD.
•   Kebijakan melibatkan masyarakat luas dalam berbagai perencanaan
    yang dibuat oleh pemerintah didasari pertimbangan bahwa indonesia
    adalah negara unitaris yang berkedaulatan rakyat. (Lihat UUD 1945),
    bukan kedaulatan penguasa seperti pada masa lalu.
                   PROBLEMATIKA

•       Kelemahan perencanaan dari Pusat;
•       Kelemahan pengendalian dari Pusat;
•       Munculnya egoisme kedaerahan yang berlebihan;
•       Adanya salah tafsir terhadap UU 22/1999 yang dilanjutkan
        pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004.
•       Penggunaan kewenangan Daerah yang luas, belum diimbangi
        dengan kualitas SDM yang memadai;
•       Dominasi pertimbangan politik dalam pengambilan keputusan
        publik;
     Terjadi :
    •   Tumpang tindih perencanaan antara Pemerintah Pusat, Prop. &
        Kabupaten/Kota
    •   Ketidakkonsistenan antara perencanaan Pusat, Propinsi &
        Kabupaten/Kota
    •   Konflik perencanaan terutama antara Pemerintah Propinsi
        dengan Kabupaten/Kota
    B. PERUBAHAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

•   Untuk mengatasi berbagai masalah perencanaan pembangunan yang
    muncul setelah reformasi kemudian ditetapkan UU Nomor 25 Tahun
    2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
•   Di dalam SPPN kemudian ditetapkan kurun waktu perencanaan yaitu :
    a. Untuk rencana pembangunan jangka panjang, durasinya ditetapkan
       selama 20 tahun.
    b. Untuk rencana pembangunan jangka menenngah, durasinya
       ditetapkan selama 5 tahun.
    c. Untuk rencana pembangunan jangka pendek, durasinya ditetapkan
        selama satu tahun.
    (lihat Pasal 1 butir nomor 4, 5 , 6,7,8, dan 9 UU Nomor 25 Tahun 2004).
•   Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan UU Nomor 17 tahun 2007
    tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025. UU terbit
    terlambat 3 tahun dari jadual yang seharusnya (tahun 2004), sehingga
    menimbulkan berbagai permasalahan di dalam penyusunan dan
    implementasinya di daerah.
•   Berdasarkan perintah Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
    SPPN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun
    2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
    yang juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan rencana
    pembangunan daerah sebagai bagian dari rencana pembangunan
    nasional.
•   Untuk pedoman teknis di tingkat daerah, dikeluarkan Surat E
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